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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Indonesia merupakan bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam, 

memiliki keberagaman budaya, serta secara geografis memiliki posisi yang sangat 

strategis. Berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk, Indonesia diprediksi akan 

mengalami bonus demografi menyongsong tahun 2045. Selain itu, dalam menghadapi 

megatren global, yang di antaranya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan 

sumber daya alam, Indonesia memiliki berbagai potensi yang unggul. Modal tersebut 

mendorong pemerintah untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional yang secara intens berfokus pada Indonesia Emas 2045. 

Indonesia Emas 2045 diartikan sebagai seratus tahun Indonesia merdeka dan 

momentum bangsa Indonesia menjadi negara Nusantara yang berdaulat, adil, makmur 

dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi-misi tersebut, kemerdekaan, Undang-

Undang Dasar 1945, dan Pancasila, dijadikan sebagai landasan utama. Selain itu, 

berbagai modal dasar, seperti kekayaan alam, bonus demografi, dan keberhasilan 

pembangunan dalam dua dekade terakhir, dijadikan pemerintah sebagai pijakan yang 

menunjang upaya menuju Indonesia Emas 2045.  

Dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut, kemerdekaan yang 

diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan pintu masuk menuju Indonesia Emas 

2045. Dalam hal ini, pemerintah berperan selain sebagai perwakilan rakyat, juga 

sebagai representasi dari para pendiri bangsa yang berupaya untuk mewujudkan cita-

cita bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah 

sebagai penyedia kesejahteraan dan penjamin kemerdekaan harus berupaya 

mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada kedaulatan rakyat berlandaskan 

Konstitusi dan etika moral. 

Berangkat dari landasan dan modal dasar yang termuat dalam RPJPN, cita-

cita menuju visi-misi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai apabila berbagai persoalan 
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yang berkaitan dengan kepentingan terselubung harus diatasi terlebih dahulu dalam 

lingkaran kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya memenuhi berbagai 

kepentingan dalam kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan masih menjadi 

instrumen yang menggiurkan. Kekuasaan sering kali dianggap sebagai jalan menuju 

dominasi, pengaruh, serta kesempatan untuk mewujudkan kepentingan pribadi, 

kelompok, atau bahkan ideologi tertentu. 

Di Indonesia, dinamika transaksional antar kepentingan elit, serta praktik 

gimik politik masih menjadi fenomena yang kerap mewarnai panggung politik 

nasional. Koalisi yang dibentuk sering kali bukan didasarkan pada kesamaan visi dan 

misi untuk rakyat, melainkan lebih pada kalkulasi kepentingan politik dan bagi-bagi 

kekuasaan. Dalam konteks ini, arah kebijakan publik yang seharusnya berpihak 

kepada rakyat justru seringkali berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal 

ini mencakup berbagai aspek, seperti hukum, Konstitusi, serta tujuan pembangunan 

yang berkelanjutan, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses pengambilan 

keputusan politik. 

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut menyongsong Indonesia Emas 

2045, selain merujuk pada RPJPN 2025-2045, pemikiran Tan Malaka mengenai 

Merdeka 100% dan konsep Logika mistika perlu dijadikan referensi penting dalam 

merancang arah pembangunan nasional. Pemikiran Tan Malaka tentang Merdeka 

100% menekankan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari 

penjajahan fisik, tetapi juga mencakup kemandirian dalam bidang politik dan 

ekonomi. Menurut Tan Malaka, kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh seluruh 

rakyat, bukan hanya simbolis. Ia mengkritik bagaimana kekuasaan seringkali 

dimanfaatkan untuk kepentingan tersembunyi dan menegaskan bahwa pemerintah 

seharusnya berperan sebagai pelindung kesejahteraan rakyat, serta menjaga 

kedaulatan politik dan ekonomi bebas dari pengaruh asing atau dominasi elit tertentu. 

Dalam kerangka Merdeka 100%, Tan Malaka menekankan bahwa kedaulatan rakyat 

harus menjadi dasar utama bagi kedaulatan negara, yang menjadikan pemerintah 

sebagai penggerak utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian sejati, 
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dan bukan sekadar alat kekuasaan untuk segelintir orang. Oleh karena itu, kebijakan 

publik yang berdaulat menjadi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang 

menjawab kebutuhan rakyat secara langsung, bersifat jangka panjang, serta 

mendukung pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. 

Selanjutnya, dalam pemikiran Logika mistika, Tan Malaka mengkritisi 

kecenderungan masyarakat yang mudah terpengaruh oleh gimik dan propaganda 

politik tersembunyi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih banyak individu 

yang belum mampu berpikir kritis terhadap berbagai isu dan persoalan yang terjadi. 

Untuk mengatasi hal ini, Tan Malaka menawarkan pendidikan sebagai solusi utama. 

Pendidikan yang merata dan berkualitas diyakini dapat melahirkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul, kritis, dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, 

pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun narasi kebangsaan 

yang kokoh. Dengan SDM yang berkualitas, masyarakat akan lebih siap menghadapi 

berbagai tantangan sosial, politik, dan pembangunan bangsa di masa depan. 

Dengan demikian, menurut Tan Malaka, demokrasi bukan hanya sekadar 

bentuk, melainkan juga sebuah perjuangan untuk mewujudkan substansi yang 

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar negara seperti keadilan, 

persamaan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang sehat tidak hanya menekankan kebebasan 

individu, tetapi juga pentingnya tanggung jawab kolektif untuk menjaga persatuan 

dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berpihak pada rakyat, 

diperlukan pemerintahan yang memiliki komitmen kuat dalam menerapkan kebijakan 

politik ekonomi yang berdikari, tanpa campur tangan kepentingan luar. Dalam 

pengambilan kebijakan publik, pemerintah harus bersikap transparan, bebas dari 

kepentingan tersembunyi, serta melibatkan partisipasi aktif rakyat. Kebijakan tersebut 

harus didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh, meliputi aspek sosial, 

ekonomi, budaya, dan lingkungan, agar cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara 

yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan dapat terwujud. 
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4.3 Saran 

Mengingat bahwa pendidikan memegang peranan krusial sebagai faktor 

utama dalam mendorong dan menentukan kemajuan suatu bangsa, maka kebijakan-

kebijakan di bidang ini harus menjadi perhatian utama pemerintah, serta dijaga dan 

didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa kebijakan 

penting yang perlu diambil. 

Pertama, pemerintah perlu meluncurkan program pendidikan gratis dan 

memperbaiki infrastruktur pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, serta lokasi 

strategis lainnya agar distribusinya lebih merata, berkualitas, dan berbasis teknologi. 

Kemudahan akses terhadap sumber ilmu pengetahuan seperti buku dan internet juga 

perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara adil untuk mendorong peningkatan 

literasi masyarakat di seluruh daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas para pendidik 

dalam memanfaatkan teknologi serta pendekatan pembelajaran yang inovatif sangat 

penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 

Kedua, sistem pendidikan harus lebih menekankan pentingnya pembangunan 

narasi kebangsaan. Ini mencakup pemahaman tentang posisi historis Indonesia dalam 

tatanan global, nilai-nilai luhur yang dijunjung, serta tujuan kolektif sebagai bangsa 

dan negara. Dalam membentuk narasi tersebut, pendidikan dasar harus dititikberatkan 

pada penguatan nilai-nilai moral, etika, pluralisme, dan pendidikan kewarganegaraan. 

Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum sebaiknya diarahkan pada 

pemahaman filosofi pendidikan yang mengakomodasi nilai budaya lokal dan 

kesiapan menghadapi dunia kerja. Khususnya dalam penguatan identitas kebangsaan, 

pembelajaran sejarah harus terbebas dari pengaruh politik atau kekuasaan yang 

sedang berkuasa. Selain itu, pendidikan tinggi juga perlu mengintegrasikan 

pemikiran-pemikiran filsuf Nusantara, seperti Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, 

Pramoedya Ananta Toer, dan para pemikir lain. Oleh karena itu, sistem pendidikan 

nasional perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal serta 

tantangan global masa kini. 



83 
 

Selain menjadikan pendidikan sebagai dasar utama, dalam kehidupan 

demokratis juga diperlukan reformasi di bidang politik. Pertama, politik harus 

dipahami sebagai sarana perjuangan demi kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat 

untuk memenuhi kepentingan elit tertentu. Oleh karena itu, penting untuk 

menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam politik serta menjamin independensi 

lembaga-lembaga non-eksekutif dan non-legislatif seperti Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, 

dan Komnas HAM. Kedua, perlu dipastikan bahwa politik bebas dari pengaruh 

kepentingan yang merugikan negara dan rakyat. Dalam konteks ini, penyusunan 

kebijakan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat, mempertimbangkan 

realitas kehidupan sosial, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Selanjutnya, reformasi juga dibutuhkan dalam sektor ekonomi. Pemerintah 

menghidupkan kembali sistem ekonomi Pancasila yang tercantum dalam Pasal 33 

UUD 1945. Sistem ini menekankan prinsip gotong royong dalam pengelolaan 

ekonomi nasional serta menegaskan bahwa sektor-sektor vital yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara. Berdasarkan prinsip 

tersebut, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan 

ekonomi rakyat, salah satunya di antaranya adalah dengan mengembangkan dan 

memberdayakan UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pemberian insentif, 

kemudahan perizinan, akses pembiayaan melalui koperasi dan bank rakyat, serta 

pelatihan dan pendampingan usaha. Tujuannya adalah membangun kemandirian 

ekonomi kerakyatan. 

Di samping itu, reformasi ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan iklim 

usaha yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Pemerintah mulai merevisi regulasi yang 

membebani pelaku usaha kecil dan mendorong terciptanya sistem distribusi yang 

lebih merata serta mendukung produsen dalam negeri. Dengan demikian, sistem 

ekonomi Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga tercermin dalam 

kebijakan-kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada 

pemerataan kesejahteraan. 
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